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ABSTRAK

Perkawinan adalah salah satu bentuk ibadah bagi kaum muslim, dengan
tujuan untuk mencapai kebahagiaan hidup. Masyarakat Jawa kebanyakan
menganggap bahwasannya perkawinan merupakan hal yang sakral dan tidak bisa
dipermainkan bahkan diatur dengan sangat teliti dan detail oleh masyarakat yang
disebut dengan hukum adat. Salah satu daerah yang memiliki hukum adat
perkawinan di Desa Sempukerep, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Wonogiri.
Penelitian ini akan membahas mengenai adat larangan perkawinan yang berada di
Desa Sempukerep, Kec. Sidoharjo, Kab. Wonogiri yaitu larangan laki-laki
menikahi seorang perempuan yang berasal dari tempat tinggal ayah laki-laki
tersebut, atau disebut dengan adat pernikawinan balekne winih.

Penelitian ini dilakukan secara langsung atau penelitian lapangan (flied
research) di Desa Sempukerep, Kec. Sidoharjo, Kab. Wonogiri. Metode penelitian
yang digunakan vyaitu metode deskriptif analitik kemudian penyusun
menganalisisnya dalam tinjauan hukum Islam. teknik pengumpulan data pada
penelitian ini menggunakan teknik wawancara yang dilakukan kepada masyarakat
dan tokoh di Desa Sempukerep, Kec. Sidoharjo, Kab. Wonogiri. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan adat larangan
perkawinan balekne winih masih dipatuhi oleh masyarakat Desa sempukerep dan
bagaimana praktik adat larangan perkawinan tersebut jika ditinjau atau dilihat
melalui pandangan hukum Islam.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan didapatkan kesimpulan
bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat Desa Sempukerep
masih mematuhi adat larangan perkawinan balekne winih yaitu faktor religi (sistem
keagamaan), pengetahuan, sistem ekonomi. Adat larangan perkawinan tersebut
sebenarnya tidak dijelaskan dalam Hukum Islam, namun masyarakat desa setempat
masih meyakini mitos dampak buruk yang akan diterima oleh pelaku karena
melanggar adat larangan tersebut. Praktik adat larangan perkawinan balekne winih
Desa Sempukerep jika ditinjau dari hukum Islam merupakan kategori ‘Urf fasid
karena dapat mengubah keyakinan masyarakat kepada suatu hal yang menimbulkan
kesyirikan yang meyakini bahwa sesuatu hal tersebut datang dari selain Allah SWT.
Sehingga menurut Hukum Islam adat larangan perkawinan belekne winih tidak
diperbolehkan, sementara perkawinan balekne winih tidak dilarang untuk
dilaksanakan.

Kata kunci : hukum adat, balekne winih, perkawinan
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan

bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan

Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini

menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama
Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya

adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab | Nama Huruf latin Nama
| Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan
- Ba‘ B be
< Ta* T te
& Sa‘ S es (dengan titik di atas)
z Jim J je
C Ha‘ ha (dengan titik di bawah)
H
¢ Kha* Kh ka dan ha
2 Dal D de

vii




ze (dengan titik di atas)

er

zet

es

es dan ye

es (dengan titik di bawah)

de (dengan titik di bawah)

te (dengan titik di bawah)

zet (dengan titik di bawah)

koma terbalik di atas

ge

e(ef)

C A

RTA

Em

En

viii



w

Ha

apostrof

ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

ditulis
ditulis

C. Ta’ Marbutah di Akhir Kata
1. Bila dimatikan ditulis h.

ditulis
ditulis

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah

terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan
sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).
2. Biladiikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah,

maka ditulis dengan h.



Ditulis

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan

dammah ditulis t atau h.

- =]

D. Vokal Pendek

Ditulis
e T mmmm Ditulis
R S Ditulis

vDituIis

Ditulis

Ditulis

Ditulis

Ditulis

Ditulis




ditulis

ditulis

ditulis
ditulis
ditulis
ditulis

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

F. Vokal Rangkap

Apostrof

o, 'S
\ e
iE% 7 N

H. Kata Sambung Alif + Lam

1. Biladiikuti Huruf Qamariyyah

- -

Xi




ol Ditulis al-Qiyas

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf
Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf L (el)

nya

Bl Ditulis ar-Risalah

oLl Ditulis an-Nisa’

Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

I dal Ditulis Ahl ar-Ra’yi

By ol Ditulis Ahl as-Sunnah

Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf
kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya, huruf kapital
digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan
kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis
dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata

sandangnya. Contoh:

G il a8 O ol Glimay 2
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Syahru Ramadan al-lazi unzila fihi al-Qur’an

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1.

Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat
dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz,
shalat, zakat dan sebagainya.

Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di
Latinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Figh Mawaris,
Figh Jinayah dan sebagainya.

Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal
dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish
Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.

Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab,
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KATA PENGANTAR
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah salah satu bentuk ibadah bagi kaum muslim,
dimana niat dan tujuan dalam sebuah perkawinan bukan hanya untuk
kesenangan, meneruskan keturunan atau sebagai kepantasan sajal. Aturan
atau hukum mengenai perkawinan telah jelas tercantum dalam Undang-
Undang di Indonesia salah satunya yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan Pasal | yang berbunyi:

“Ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan perempuan sebagai suami
istri dengan tujuan membentuk kelurga (rumah tangga) yang bahagia dan
kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Sedangkan dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam perkawinan
dijelaskan:

“Perkawinan merupakan akad yang kuat (mitsagan ghalidhan) untuk
menaati  perintah  Allah karena perkawinan dapat menghindarkan
kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun perzinaan.”?

Perkawinan dalam agama Islam telah diatur langsung oleh Allah
melalui Firman-Nya yang termuat dalam beberapa ayat Al-Qur’an. Al-

Qur’an mengatur mengenai dasar-dasar pokok aturan perkawinan, mulai

dari siapa saja yang boleh dinikahi, dan aturan-aturan lain yang terkait

! Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), him 40.

2 Ali Zainuddin, Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Jakarta: Sinar Garfika, 2007), him 7.



dengan perkawinan. Salah satu ayat Al-Quran yang mengatur mengenai

perkawinan yaitu dalam QS Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

LY b ) des 55350 oS Jra g Leall 1Sl Lal g )l aSudil (e oS 318 O 48T s
3(Y V)0 oSih asdl

Ayat ini  menjelaskan mengenai tujuan dilangsungkannya
perkawinan yakni untuk membentuk dan membina keluarga yang sakinah
dan masyarakat yang taat dengan agama. Selain itu, perkawinan juga
dikategorikan sebagai salah satu cara untuk beribadah kepada Allah SWT
dan termasuk dalam ibadah muamalah karena terjadi hubungan yang
mengikat antara dua insan*.

Pada dasarnya seorang laki-laki boleh melakukan perkawinan
dengan perempuan mana saja, namun terdapat batasan-batasan tertentu
seorang laki-laki muslim dilarang kawin dengan wanita-wanita tertentu®.
Hal tersebut dijelaskan secara rinci dalam al-Quran Surat an-Nisa’ ayat 22-

24,

(YY) Sl el Uiy Ldald SIS a3} Cils 38 La Y sloall (pa wS3U1 S5 L |55 Y
oSilgal 5 LAY iy 5 # V) iy wSIVIA 5 oSl 5 oS AT 5 aSiliy 5 pSilgal oSile Cua a
ASiL (e oS ) saa (8 SO aSl 5 a8 Clgal s Aol ) (e oK) AT 5 aSiaia i U

Obéhiwwh}\eﬁmiﬁkjéﬁﬁ Zlin U g AilA ) g3 5S5 Al (g ailas U

3QS. AR Rum (30) : 21

4 M. Shaleh al-Ustmani & A. Aziz Ibnu Muhammad Dawud, Pernikahan Islami, Cetakan
IV (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), him 6.

> Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia (Jakarta: Universitas Indoneisa, 1986),
him 5.



Lo W) el (ya clianall 5 (YY) Lo 1) it Sl of s 38 La W) (051 (| smans
Ol e Cpiiane oSU sl | sri () A0 6 )5 Le aS1 Jad g aSale 4l S Silal Sl
Aoz A my e 4 il i L oSile i g Ay 8 08 sal a 5ild (gia 4 il Lad
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Perkawinan menurut masyarakat merupakan sebuah hal yang sangat
skaral sehingga terdapat istilah perkawinan khusunya dalam masyarakat
Jawa bahwa perkawinan itu “Sepisan nggo selawase”, yang artinya
perkawinan itu sekali untuk selamanya’. Hal tersebut juga berkaitan dengan
adanya hukum adat perkawinan yang masih dijunjung tinggi di masyarakat
dan larangan dilangsungkannya perkawinan misalnya larangan perkawinan
apabila pasangan calon pengantin hari kelahirannya tidak cocok.

Aturan dan tradisi tersebut tentunya berbeda di setiap daerah yang
disebut dengan hukum adat®. Hukum adat adalah aturan yang mengatur
kehidupan bermasyarakat berdasarkan kebiasaan-kebiasaan yang sudah
menjadi aturan umum bagi masyarakat setempat dalam melakukan suatu
perkara®. Dalam hukum adat tidak ada sanksi pasti bagi orang yang
melanggarnya tetapi ada sanksi yang tidak tertulis. Sanksi tersebut biasanya

berupa hukum alam, seperti sakit, kematian, perpisahan. Bahkan

® QS. An Nisa (4) : 22-24

7 Wawancara dengan Mbah Suyanto, Kepala Dusun Kepek, Sempukerep, Sidoharjo,
Wonogiri, tanggal 7 Maret 2023.

8 Dominikus Rato, Pengantar Hukum Adat (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2009),
him 3.

® Yulia, Buku Ajar HUKUM ADAT (Lhokseumawe: Unimal, 2016), him 2.



kebanyakan orang lebih mematuhi hukum adat daripada hukum positif,
karena menurut masyarakat sanksi yang didapatkan dari pelanggaran
hukum adat lebih berat daripada sanksi yang didapatkan dari pelanggaran
hukum positif. Hal ini juga berlaku pada perkawinan, dimana hukum adat
perkawinan juga mengatur secara rinci bagaimana proses perkawinan mulai
dari awal sampai selesai, sanksi bagi orang yang melanggarnya, dan
larangan perkawinan.

Hukum adat perkawinan di setiap daerah tentunya berbeda-beda
bahkan dalam lingkup masyarakat Jawa pun terdapat banyak sekali
perbedaan hukum adat perkawinan antara daerah satu dengan yang lainnya
walaupun perbedaan tersebut tidak terlihat. Seperti di daerah asal penulis
yakni Kabupaten Wonogiri memiliki hukum adat perkawinan yang berbeda-
beda. Hal ini wajar terjadi dikarenakan wilayah Kabupaten Wonogiri yang
luas sehingga menimbulkan perbedaan karakteristik daerah berbeda-beda
yang berpengaruh pada pola kebiasaan masyarakatnya.

Salah satu daerah di Kabupaten Wonogiri yang memiliki hukum
adat perkawinan adalah di Desa Sempukerep, Kecamatan Sidoharjo,
Kabupaten Wonogiri. Salah satu contoh hukum adat perkawinan yang
masih dilaksanakan oleh masyaarakat Desa Sempukerep yaitu larangan
melakukan perkawinan yang didasarkan pada asal tempat tinggal ayah calon
pengantin laki-laki atau disebut dengan balekne winih. Perkawinan balekne
winih adalah larangan seorang laki-laki menikahi perempuan yang

bertempat tinggal yang sama dengan tempat tinggal ayah laki-laki tersebut.



Misalya Mas Setiawan mempunyai ayah yang berasal dari Dusun Salam
maka Mas Setiawan tidak diperbolehkan menikahi gadis yang berasal dari
Dusun Salam.°

Masyakarat Desa Sempukerep sampai saat ini masih menganggap
bahwa adat tersebut merupakan petuah orangtua yang tidak boleh
dilanggar®. Selain itu, masyarakat juga masih beranggapan bahwa
barangsiapa yang melakukan perkawinan tersebut akan mendapatkan
kesialan di keluarga dan rumah tangga pelaku®?.

Mayoritas masyarakat Desa Sempukerep sampai saat ini masih
mematuhi adat tersebut. Mereka percaya bahwa pelanggar adat larangan
balekne winih akan mendapatkan malapetaka, entah itu berupa sering
sakitnya salah satu pasangan bahkan sampai meninggal, salah satu dari
kedua orang tua pasangan ada yang meninggal, rezeki yang sulit dan
keturunan yang cacat®®.

Larangan perkawinan yang dirinci baik dalam Unang-Undangn
maupaun hukum Islam tidak menjelaskan mengenai larangan perkawinan

balekne winih sehingga perlu dilakukan penelitian lebih mendalam

10 Wawancara dengan Mbah Suyanto, Kepala Dusun Kepek, Sempukerep, Sidoharjo,
Wonogiri, tanggal 7 Maret 2023.

11 Wawancara dengan Bapak Parmo, Kepala Desa Sempukerep, Sidoharjo, Wonogiri,
tanggal 6 Maret 2023.

12 Wawancara dengan Mbah Broto, Tokoh Adat Sempukerep, Sidoharjo, Wonogiri,
tanggal 6 Maret 2023.
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mengenai adat larangan perkawinan tersebut yang didasarkan atau dikaitkan
dengan hukum Islam.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka
penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai adat
larangan perkawinan balekne winih yang berada di Desa Sempukerep, Kec.
Sidoharjo, Kab. Wonogiri. Hasil penelitian yang didapatkan diharapkan
dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat
mengenai adat larangan perkawinan balekne winih ditinjau dari pandangan

hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang terdapat dalam latar belakang diatas,
maka ada beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam penyusunan
penelittian ini, Adapun permasalahan tersebut yakni sebagai berikut:

a. Mengapa adat larangan perkawinan balekne winih masih dipatuhi oleh
masyarakat Desa Sempukerep Kecamatan Sidoharjo Kabupaten
Wonogiri?

b. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap adat larangan perkawinan

balekne winih?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini sebagai

berikut:



1. Untuk mengetahui faktor yang menjadi sebab masih dipatuhinya adat
larangan perkawinan balekne winih di Desa Sempukerep Kecamatan
Sidoharjo Kabupaten Wonogiri

2. Untuk menganalisis sudut pandang Hukum Islam terhadap adat
larangan perkawinan balekne winih.

Adapun kegunaan penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai asistensi pada khazanah ilmu pengetahuan umum pada
umumnya, dan keilmuan Islam pada khussnya,yaitu pada bidang
hukum perkawinan adat

2. Sebagai kontribusi dan pertimbangan pemikiran bagi pemuka-pemuka
adat, tokoh-tokoh agama, akademisi dan khususnya masyarakat Desa

Sempukerep, Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Wonogiri.

D. Telaah Pustaka

Penilitian yang berkaitan dengan topik hukum adat larangan sebuah
perkawinan di suatu daerah yang ditinjau oleh hukum islam sebelumnya
sudah pernah dilakukan oleh beberapa penulis lain. Terdapat beberapa karya
tulis ilmiah yang memiliki tema yang sama dan berhubungan dengan tema
penulisan karya tulis skripsi ini. Beberapa karya ilmiah tersebut diantaranya
adalah :

Karya tulis ilmiah pertama adalah skripsi karya Muhammad Hanif
Arifudin yang berjudul “Pandangan Tokoh Agama Terhadap Larangan
Perkawinan Antar Desa Ngraji Dan Desa Kalongan Di Kecamatan

Purwodadi Kabupaten Grobogan Dalam Perspektif Hukum Islam”. Dalam



skripsi ini dijelaskan bahwasannya para tokoh agama ada yang berpendapat
memperbolehkan taat dan ada yang tidak memperbolehkan. Golongan yang
memperbolehkan taat adat tersebut berpendapat bahwasannya adat tersebut
sudah terlanjur lama sehingga menyebabkan hati dan pikiran masyarakat
setempat terselimuti oleh akibat pelanggar adat tersebut akan mendapatkan
musibah  maka masyarakat lebih baik menghindarinya dari pada
menanggung akibatynya, dengan syarat masyarakat meminta perlindungan
keselamatan hanya kepada Allah SWT dan diniati untuk mencari aman
dengan lantaran taat pada hukum adat tersebut. Sedangkan golongan yang
tidak memperbolehkan, mereka memperbolehkan mengikuti hukum adat
tersebut tetapi dengan tujuan menghormati para penganut adat supaya tidak
tersinggung, tetapi mereka menolak kepercayaan kalau melanggar hal
tersebut menimbulkan sebuah kesialan atau keburukan.**

Karya tulis kedua adalah skripsi karya Riskia Avifah yang berjudul
“Tinjauan hukum Islam terhadap Tradisi Dan Pemahaman Masyarakat
tentang Larangan Perkawinan Ngidul-Ngetan Dalam Adat Jawa ( Studi
Kasus Di Desa Rejosari, Kecamatan Dlingo, Kbupaten Bantul, D.I.
Yogyakarta)”. Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwasannya perkawinan

ngidul-ngetan ini tidak masalah dalam hukum islam , karena tidak terdapat

14 M. Hanif Arifudin, ‘Pandangan Tokoh Agama Terhadap Larangan Pernikahan Antar
Desa Ngraji Dan Desa Kalongan Di Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan Dalam Perspektif
Hukum Islam’ (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021).



unsur Nass ( (=) yang menyatakan bahwa Islam melarang perkawinan
ngidul-ngetan.*

Karya tulis ketiga adalah skripsi karya Mariatul Maghfiroh yang
berjudul Tinjauan Hukum Islam terhadap “Praktik Larangan Perkawinan
Adat Kebo Balik Kandang Di Desa Sukoharjo Kecamatan Plemahan
Kabupaten Kediri”. Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwasannya
Sebagian besar tokoh desa tersebut melarang perkawinan kebo balik
kendang tersebut, tetapi beberapa tokoh ada yag memperbolehkan
perkawinan kebo balik kendang tersebut apabila syarat dan rukun
perkawinan sudah terpenuhi. Dalam tinjauan hukum islam, adat larangan
perkawinan kebo balik kendang tersebut masuk dalam kategori “urf fasid
sehingga hukum melaksanakan perkawinan kebo balik kandang tersebut
mubah aytau boleh.*®

Karya Tulis keempat adalah skripsi karya Hesti Kartikasari yang
berjudul “Hubungan Hukum Islam dan Hukum adat pada larangan
perkawinan di desa Karangsari Kecamatan Pengasih Kabupaten
Kulonprogo”. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa hubungan hukum islam
dengan hukum adat lebih didominasi oleh Hukum islam. Seperti larangan

perkawinan ngalor-ngulon , larangan ini memiliki alas an yaitu karena

15 Riskia Avifah, ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Dan Pemahaman Masyarakat
Tentang Larangan Perkawinan Ngidul-Ngetan Dalam Adat Jawa (Studi Kasus Di Desa Rejosari,
Kec. Dlingo, Kab. Bantul, D.I. Yogyakarta)’ (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019).

16 Mariatul Maghfiroh, ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Larangan Perkawinan
Adat Kebo Balik Kandang Di Desa Sukoharjo Kecamtan Plemahan Kabupaten Kediri” (UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta, 2017).
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posisi ngalor-ngulon dalam ajaran hukum islam adalah posisi orang
meninggal Ketika dimakamkan. Kemudian larangan perkawinan yang
termasuk dalam kategori unsur adat yaitu larangan perkawinan pada dino
geblak tiyang sepuh dan larangan menikah pada buklan
suro/Muharrom,keduanya muncul karena unsur adat yang sangat kuat dan
tidak ada unsur Hukum silam dalam larangan ini, bahkan larangan

perkawinan bulan muharrom adalah ajaran agama hukum hindu.’

E. Kerangka Teoritik

Untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini, penulis
menggunakan tiga teori yang kemukakan oleh beberapa ahli yakni untuk
mengetahui budaya mana yang menyebabkan adat larangan perkawinan
balekne winih tersebut masih dipatuhi oleh masyarakat Desa Sempukerep,
penulis menggunkan teori cultural universal. Pada teori ini yang dirangkum
oleh beberapa sarjana dalam sebuah buku yang berjudul Universal
Categories of Culture, antropolog C. Kluckhohn menjelaskan bahwa
terdapat 7 komponen kebudayaan yang dapat mempengaruhi sebuah adat

istiadat masih dilaksanakan oleh masayarakat yaitu:

1. Peralatan dan perlengkapan hidup manusia (pakaian, perumahan,
alat rumah tangga, senjata, alat produksi, transpor, dan sebagainya)

2. Mata pencarian hidup dan sistem ekonomi

17 Sari Kartikasri, ‘Hubungan Hukum Islam Dan Hukum Adat Pada Larangan Pernikahan
Di Desa Karangsari Kecamtan Pengasih Kabupaten Kulonprogo’ (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
2018).
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3. Sistem kemasyarakatan (sistem kekerabatan, organisasi politik,
sistem hukum, sistem perkawinan)

4. Bahasa (lisan maupun tertulis)

5. Kesenian

6. Sistem pengetahuan

7. Religi (sistem kepercayaan)

Tak ada suatu unsur kebudayaan yang tidak mempunyai kegunaan
terhadap keseluruhannya, sebagaimana dikatakan oleh Malinowski bahwa
apabila ada unsur kebudayaan yang kehilangan kegunaannya, unsur tersebut

akan hilang dengan sendirinya®®.

Kebutuhan manusia, seperti bernafas, makan, bereproduksi, ataupun
tidur, tidak hanya dikontrol oleh refleks fisiologis semata, tetapi juga
dimodifikasi oleh faktor kultural. Misalnya, kebutuhan manusia untuk
berhubungan seksual tidak hanya terjadi dengan perjodohan sederhana,
tetapi dengan institusi kultural yang sangat diagungkan, yakni perkawinan.
Pertalian keluarga dan daya tarik seksual ditentukan oleh rangsangan

fisiologis yang berkombinasi dengan kondisi budaya, di mana keinginan

18 Melville J. Herskovits, “The Reality of Culture,” dalam Setangkai Bunga
Sosiologi, ed. Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemapdi, Jakarta: Lembaga Penerbit
Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1964, HIm 123.
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untuk mencari pendamping ditentukan oleh kebutuhan akan kerja sama

ekonomi, kedudukan sosial dan kompatibilitas spiritual®®.

Inilah yang kemudian disebut sebagai cultural determinism, yakni
semua hal yang ada dalam sebuah masyarakat muncul berdasarkan
kebudayaan yang mereka miliki sendiri. Teori ini digunakan untuk
menemukan penyebab adat larangan perkawinan balekne winih masih

dilaksanakan di Desa Sempukerep®.

Teori selanjutnya yakni teori tentang ‘urf ( <= ), dimana hukum
adat larangan perkawinan balekne winih di Desa Sempukerep Kecamatan
Sidoharjo Kabupaten Wonogiri dalam ilmu UsGl al-figh(4&l  J sl
merupakan ‘urf(<_e ). ‘Urf(<_= ) secara bahasa mempunyai arti yang baik
dan juga berulang-ulang.?*adalah suatu hal yang diketahui oleh manusia dan
menjadi sebuah tradisi baik itu ucapan,perbuatan dan juga beberapa
larangan-larangan.?? Mayoritas ‘Ulama menggunakan ‘urf ( —<_e ) sebagai
hujjah dalam menentukan sebuah hukum. Seperti Madzhab Malikiyyah

yang tidak menggunakan giyas apabila giyas tersebut bertolak belakang

19 Bronislaw Malinowski, “The Functional Theory of Culture,” dalam Setangkai Bunga
Sosiologi, ed. Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemapdi, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas
Ekonomi Universitas Indonesia, 1964, HIm 143.

20 Bronislaw Malinowski, “Human Nature: Biological and Cultural,” dalam Setangkai
Bunga Sosiologi, ed. Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemapdi, Jakarta: Lembaga Penerbit
Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1964, HIm 135-136.

21 Qulfan Wandi, ‘Eksistensi 'Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Figh’, SAMARAH:
Jurnal Hukum Keluarga  Dan Hukum Islam, 2.1  (2018), him 181
<https://doi.org/10.22373/sjhk.v2i1.3111>.

22 Abdul Wahhab Khallaf, 1lmu UsGl al-figh (Semarang: Dina Utama, 1994), him 117.
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dengan ‘urf(<s_= ). Imam Hanafi yang menggunakan ‘urf ( <= )sebagai
hujjah ketika di dalam Al-Quran dan Sunnah tidak ditemukannya hukum.
Sedangkan Imam Syafi’i dan madzhab Hanabilah menerima ‘urf <=

()selama ‘urf'( <_= ) tersebut tidak bertentangan dengan Nass ( (=i).2

Dalam masalah adat larangan perkawinan balekne winih tersebut
memang tidak ada ketentuan yang mengatur larangan adat tersebut dalam
Nass ( o= ), akan tetapi terdapat kaidah Usdl al-figh (4 Jsal) yang
berbunyi :

dalyl sLill 8 Y

Bahwasannya segala sesuatu itu hukum asalnya adalah mubah atau
diperbolehkan selagi tidak ada dalil yang melarangnya. Maka perkawinan
balekne winih dalam hukum islam diperbolehkan karena tidak ada dalil
dalam hukum islam yang melarang perkawinan tersebut. Kemudian untuk
‘urf (<= )sendiri memiliki kaedah dalam Usdl al-figh (4i&l Jsal) sendiri

yang berkaitan dengan adat atau ‘urf( <= ) tersebut, yaitu :
&aq 3okl

Dalam kaedah tersebut dijelaskan bahwasannya sebuah ‘urf (<= )
itu bisa menjadi sumber hukum. Definisi ‘urf ( <= ) menurut ulama Us0l
adalah sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi
tradisi mereka, baik berupa perkataan, perbuatan atau keadaan

meninggalkan yang berisfat perbuatan, seperti saling pengertiannya

23 Sulfan Wandi, him 183.
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manusia dalam hal jual beli tanpa ada shighot lafdiyah?*. Beberapa ‘Ulama’
menganggap bahwa adat dan ‘urf{ <= ) itu sama, tetapi menurut Ahmad
fahmi Abu Sunnah sebagaimana yang dikutip olej Nasrun Haroen
mengatakan bahwa Ulama’Usll membedakan pemahaman antara ‘urf
(<_=) dengan adat. Definisi ‘urf{ <= ) adalah “Sesuatu yang dikerjakan
secara terus menerus dengan adanya hubungan rasional®. Sedangkan
pengertian dari adat adalah “ Kebiasaan mayoritas kaum baik dalam
perkara, perkataan, atau perbuatan”.?® Sebagian Ulama Us0l berpendapat
bahwa ‘urf( <= ) adalah bagian dari adat karena adat adalah kebiasaan
yang berupa individu maupun Kkolektif, sedangkan ‘wurf( <= ) hanya
kebiasaan yang besifat kolektif saja. Sehingga adat lebih umum daripada

urfl <= )7

‘Urf ( <_,=) menurut Ulama’Us0l al-figh jika ditinjau dari segi
obyeknya, maka ‘urf( <_=) dibagi menjadi dua kelompok, yaitu ‘urf gouliy

(8 <e ) dan ‘Urfamaliy ((slee <o ) 28 yaitu

a. Urf qouliy ( J# <= ), yaitu sebuah kebiasaan suatu kelompok

masyarakat dalam penggunaan kata atau lafadh yang memiliki makna

24 Abdul Wahab Khallaf, him 117.
25 Nasrun Harun, Usdl al-figh 1 (Tangerang Selatan: Logos Wacana ilmu, 1996), him 116.
26 1bid, him 117.

27 Jaih Mubarok, Kaidah Figih; Sejarah Dan Kaidah Asasi (Jakarta: PT RajaGrafindo
Persada, 2002).

28 Sarmin Syukur, Sumber-Sumber Hukum Islam : Ilmu UsGl al-figh Perbandingan
(Surabaya: Al-lkhlas, 1993). HIm 208.
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bebeda dari makna aslinya, akantetapi ketika kata tersebut diladhkan,
maka kelompok masyarakat tersebut langsung bisa memahami maksut
dari kata tersebut dengan pengertian yang sudah berlaku pada tempat
kelompok masyarakat tersebut berada®. Seperti kebiasaan orang arab
mengartikan walad khusus anak laki-laki, padahal makna asli dari kata
walad adalah untuk anak laki-laki maupun perempuan.

b. ‘Urfamaliy ( Je <= ) yaitu sebuah kebiasaan dalam bentuk perilaku
seperti kebiasaan melakukan anggukan sebagai bentuk setuju dan

menggeleng sebagai bentuk menolak.

Kemudian ‘urf ( <= ) jika ditinjau dari segi ruang lingkupnya
dibagi menjadi dua bagian, yaitu ‘Urf am ( ¢le <= ) dan ‘Urf khds (<=

u=la )% yaitu ¢

a. Urf ‘am ( sl= <= ), adalah suatu kebiasaan yang berlaku secara luas
diseluruh penjuru masyarakat, seperti jual beli handphone selalu disertai
dengan alat untuk menyempurnakan kegunaan  hanphone
tersebut,seperti kartu perdana, voucher paket internet, dan aksesoris
handphone lainnya.

b. ‘Urfkhdaso=\s <= )3, yaitu sebuah kebiasaan yang hanya berlaku di

daerah atau masyarakat tertentu seperti larangan perkawinan balekne

29 Sulfan Wandi. HIm 187.
30 Ali Shodigin, Usal al-figh (Yogyakarta: Beranda Publishing, 2013), him 96.

3L Ali Shodigin, Usal al-figh (Yogyakarta: Beranda Publishing, 2013), him 96.
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winih yang berada di Desa Sempukerep, Kecamatan Sidoharjo,
Kabupaten Wonogiri. Adat larangan tersebut hanya berlaku di daerah

tersebut, tidak di daerah yang lain.

Kemudian apabila ‘urf{ <s_= ) ditinjau dari segi keabsahannya, maka
terdapat dua ‘urf{ <= ), yaitu ‘Urf sahih ( zes—= <ise ) dan “Urf fdsid®

(.L.u\és_h‘)c):

a. ‘Urfsahih (=== <i e )adalah adat yang baik, yaitu adat yang diterima
secara hukum syara’dan tidak bertentangan dengan hukum islam seperti
memberi jamuan kepada tamu yang hadir dalam acara walimatul ‘arsy.

b. ‘Urffasid ( »+4 < e ) adalah adat yang buruk,yaitu sebuah adat yang
berlaku di sebuah tempat dan sekelompok masyarakat namun
bertentangan dengan hukum islam dan syara’ seperti memberi jamuan

minuman keras kepada tamu yang hadir dalam pesta perkawinan.

Para ‘Ulama Usdl al-figh telah bersepakat bahwasannya adat dapat
dijadikan sebagai sumber penetepan hukum selama tidak bertentangan Nass
( &=i) dan hukum syara’.>* Adapun Syarat-syarat agar adat bisa menjadi

sumber hukum adalah sebagai berikut 34:

32 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Us(l al-figh (Jakarta: Kencana Prenada Media
Grup, 2012), him 73.

33 Umar Muin et al., Usdl al-figh (Jakarta: Departemen Agama, 1983), him 152.

34 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Us(l al-figh, him 74.
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1. Adat itu bernilai maslahat, yaitu dapat membawa kebaikan kepada
masyarakat dan lingkungan serta dapat menghindarkan dari sebuah
kerusakan.

2. Adat itu berlaku untuk umum dan bersifat merata atau menyeluruh
dalam lingkungan masyarakat tertentu.

3. Adat itu berlaku sebelum terjadinya adat tersebut menjadi sumber
hukum,bukan setelah penetapan sumber hukum.

4. Adat itu tidak bertentangan dengan dalil syara’.

F. Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan berupa penilitian kualitatif yaitu sebuah
proses penelitian untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia
berdasarkan pada penciptaan gambar holistic yang dibentuk dengan
kata-kata, melaporkan pandangan narasumber secara detail, dan disusun
dalam sebuah latar ilmiah®*. Sedangkan jenis penelitian ini adalah
penelitian lapangan atau field research, dimana data-data didapatkan
dengan cara terjun langsung ke lapangan menggunakan metode
wawancara dengan tokoh masyarakat dan observasi®.

B. Sifat Penelitian

35 Hamid Patilima, Metode Penulisan Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2013), him 3.

36 Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), him 152.
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Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitik yaitu
penyusun memberikan gambaran secara umum berdasarkan data
konkret yang diperoleh di lapangan mengenai adat larangan perkawinan
Balekne Winih yang kemudian dianalisis berdasarkan tinjauan hukum
Islam?’.

C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data pada penelitian ini, penyusun menggunakan
metode wawancara/ Wawancara merupakan teknik pengumpulan data
yang dilakukan dengan cara tanya jawab sistematis dengan enam
narasumber yang terdiri dari 3 tokoh masyarakat, 2 tokoh adat, dan 1
masyarakat yang disini yaitu tetangga pelaku perkawinan balekne
winih3,

Teknik wawancara yang digunakan oleh penulis yakni wawancara
Semiterstruktur®, dimana pewawancara mangajukan pertanyaan-
pertanyaan sesuai dengan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan,
akan tetapi pewawancara tetap memiliki kebebasan untuk menggali
lebih dalam alasan masyarakat melarang bentuk perkawinan tersebut.
Wawancara jenis ini memiliki tujuan untuk mendapatkan data secara
lebis luas dan terbuka, dimana narasumber dimintai pendapat dan ide-

idenya mengenai adat larangan perkawinan balekne winih.

37 Soerjono Sokerno, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI-PRESS, 2010), him 10.
38 Mardalis, Metode Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), him 64.

39 Sugiyono, Metode Penulisan Kombinasi(Mixed Method), him 318.
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D. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
normatif yakni sebuah pendekatan masalah dengan menilai realita yang
terjadi dalam masyarakat dengan sudut pandang aturan atau hukum
Islam. Artinya penyusun melihat realita adat larangan balekne winih
berdasarkan sudut pandang Hukum Islam“°.
E. Analisis data
Analisi data meurpakan salah satu cara yang digunakan dalma
penelitian untuk menelaah, mempelajari secara lebih emndalam,
mengenalisis, dan mengolagh data-data yang telah diperoleh di
lapangan untuk diambil suatu kesimpulan yang konkret dari
permasalahan yang sedang diteliti**. Analisi data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah analisis data induktif. Metode Induktif adalah
kerangka berpikir yang diawali dengan fakta-fakta khusus atau peristiwa
konkrit kemudian ditarik pada yang umum*? Berpikir induktif adalah
proses logika yang berangkat dari data empiric lewat observasi menuju
kepada suatu teori. Metode ini digunakan untuk memahami adat

larangan perkawinan yang terdapat di Desa Sempukerep, yang

40 H, Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2008), him 33.

41 Suharsimi Arikunto, Prosedur Pendekatan Suatu Praktik (Jakarta: PT. Rineka Cipta,
2006), him 202.

42 Sutrisno Hadi, Metodologi Research (Yogyakarta: Andi Offset, 2001), him 42.
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kemudian digeneralisasikan pada kesimpulan umum untuk memperoleh

topik yang diteliti.

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan skripsi ini sistematis dan mudah dipahami, maka
penulis membagi pembahasan skripsi ini menjadi beberapa bab dan sub bab,
yang secara sistematika pembahasan terdiri dari lima bab.

Bab pertama, penulis memaparkan mengenai latar belakang
permasalahan yang menjadi pokok pembahasan. Setelah pemaparan latar
belakang, peneiliti akan memaparkan pokok permasalahan dari pembahasan
serta tujuan dan kegunaaan penulisan tersebut. Penulis juga akan
memaparkan penulisan terdahulu yang temanya sama dengan tema yang
dijadikan obyek penulisan sekarang agar penilitian ini tidak hanya
mengulang hasil penulisan terdahulu ke dalam sub bab telaah pustaka.
Dalam penilitian ini, peniliti membutuhkan dasar teori yang akan dijabarkan
dalam sub bab kerangka teoritik, Kemudian penulis akan menjelaskan
metode penulisan ini pada sub bab Metode Penulisan.

Bab kedua dalam karya ilmiah ini berisi tentang gambaran
perkawinan dalam hukum islam mulai dari pengertian menikah, tujuan
menikah,hukum menikah, rukun nikah, syarat nikah, serta wanita yang
haram untuk dinikahi. Hal ini perlu dijelaskan karena dalam penulisan ini
penulis menggunakan hukum islam sebagai sudut pandang dari sebuah

permasalahan. Jadi untuk menyelesaikan penulisan tersebut.
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Kemudian bab ketiga menjelaskan tentang kondisi geografis tempat
penulis melakukan penulisan, yaitu Desa Sempukerep Kecamatan
Sidoharjo, Kabupaten Wonogiri. Dalam bab ini juga akan dijelaskan oleh
penulis tentang pandangan masyarakat terkait pandangan masyarakat Desa
Sempukerep terkait larangan perkawinan Balekne winih tersebut, latar
belakang hukum adat tersebut, dan alasan kenapa larangan perkawinan
balekne winih tersebut masih ditaati olen masyarakat Desa Sempukerep
sampai saat ini.

Bab keempat dalam karya ilmiah ini penulis akan menjelaskan
tentang inti penulisan tentang tinjauan hukum islam terkait larangan balekne
winih di Desa Sempukerep, Kec. Sidoharjo, Kab. Wonogiri. Penulis akan
menjabarkan terkait analisis penulisan, yaitu bagaimana hukum islam
menilai larangan balekne winih tersebut dan implikasi adanya larangan
tersebut terhadap kehidupan masyarakat Desa Sempukerep.

Bab kelima dalam karya ilmiah ini adalah penutup yang berisi
tentang kesimpulan dan saran. Kemudian untuk melengkapi penulisan karya
ilmiah ini, penulis akan mencantumkan daftar Pustaka, lampiran-lampiran

serta daftar Riwayat hidup penulis.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analsis data lapangan yang telah dijelaskan
diatas, maka dapat disimpulkan bahwa:

a. Masyarakat Desa Sempukerep sampai saat ini masih mematuhi adat
larangan perkawinan balekne winih masyarakat Desa Sempukerep
mengganggap bahwa adat larangan perkawinan tersebut merupakan
kebudayaan masyarakat yang harus dijaga. Selain itu, terdapat tiga
faktor yang menjadi sebab adat larangan perkawinan tersebut masih
dilaksanakan oleh masyarakat yaitu faktor religi (sistem
kepercayaan), dimana religi atau sistem kepercayaan ini berkaitan
dengan agama yang dianut oleh masyakrat yang mayoritas
masyarakat Desa Sempukerep adalah pemeluk agama Islam.
Meskipun mayoritas masyarakat beragama Islam namun kegaiatan-
kegiatan yang berkaitan dengan keagaaman masih sangat minim.
Hal tersebut menyebabkan masyarakat tidak memiliki pondasi
agama yang kudat dan mudah untuk percaya terhadap sesuatu yang
belum tentu kebenarannya diatur dalam hukum islam misalnya hal
yang berkaitan dengan adat istiadat; Sistem pengetahuan, dimana
rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat Desa

Sempukerep akan berpengaruh pada tingkat pemahaman atau ilmu
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pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat. Masyarakat yang
memiliki ilmu pengetahuan atau tingkat pendidikan rendah akan
lebih mudah untuk dipengaruhi dan terpengaruh oleh hal-hal yang
belum tentu kebenarannya seperti pada kepercayaan mengenai adat
larangan perkawinan balekne winih; Mata pencaharian hidup dan
sistem ekonomi, dimana rendahnya sistem ekonomi atau
penghasilan masyarakat Desa Sempukerep yang masyoritas bermata
pencaharian sebagai petani ini akan mempengaruhi tingkat
pendidikan masyarakatnya. Masyakarat dengan penghasilan
ekonomi yang rendah akan cenderung untuk memberikan arahan
kepada anak-anaknya agar lebih mengutamakan bekerja daripada
bersekolah. Masyarakat dengan sistem ekonomi menengah ke
bawah cenderung lebih mudah untuk menerima dan mempercayai
segala sesuatu yang asalnya dan hukumnya belum pasti seperti adat
larangan perkawinan balekne winih.

. Praktik adat larangan perkawinan balekne winih dalam masyarakat
Desa Sempukerep jika ditinjau dari perspektif hukum Islam
merupakan kategori ‘Urf fasid ( ++\é <= ) karena dapat mengubah
keyakinan masyarakat kepada suatu hal yang menimbulkan
kesyirikan yang menyakini bahwa sesuatu hal tersebut datang dari
selain Allah SWT. Sehingga menurut Hukum Islam adat larangan
perkawinan belekne winih tidak diperbolehkan sementara

perkawinan balekne winih diperbolehkan.
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B. Saran

Perkawinan merupakan salah satu ibadah dalam islam dan sunnah
Rasulullah SAW, dimana yang menentukan sah atau tidaknya suatu
perkawinan adalah syarat dan rukun perkawinan yang telah ditetapkan
dalam hukum Islam. Saran dari penulis kepada tokoh agama dan
masyarakat sebagai berikut:

a. Tokoh masyarakat dan tokoh agama hendaknya memberikan
penjelasan kepada masyarakat mengenai tidak adanya hukum Islam
yang membahas mengenai larangan perkawinan tersebut sehingga
masyarakat Desa Sempukerep dapat melakukan perkawinan dengan
perempuan yang tempat tinggalnya sama dengan asal tempat tinggal
ayah pengantin laki-laki.

b. Tokoh masyarakat dan tokoh agama harus memberikan pengertian
dan membuka pemahaman masyarakat bahwa perkawinan balekne
winih tidak mengakibatkan terjadinya malapetakan dalam kehidupan
rumah tangga.

c. Tokoh 'masyarakat dan tokoh agama meluruskan kembali
kepercayaan masyarakat Desa Sempukerep bahwa baik buruknya
sesuaryu, hidup matinya manusia datangnya dari Allah SWT bukan
akibat dari melanggar adat larnagan perkawinan yang berlaku di

masyarakat.
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